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PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengelolaan hutan adat pasca penetapan hutan adat Tembawang Tampun
Juah berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun
2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial dan Peraturan dibawahnya yang
berkaitan dengan pengelolaan hutan lindung dan APL dengan fungsi lindung,
hal tersebut didasarkan pada asas retroaktif yang termuat dalam pasal 198 huruf
b peraturan Menteri tersebut. Peraturan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan
terhadap masyarakat hukum adat ketemenggungan sisang dengan adanya
kepastian hukum dalam hal pengelolaan hutan adat Tembawang Tampun Juah
dalam Kawasan hutan lindung yang dalam peraturan sebelumnya tidak diatur,
sehingga hak-hak masyarakat hukum adat sudah terlaksana dengan baik
melalui penguatan terhadap penerapan hukum adatnya serta kearifan lokal
masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan adatnya. Kendala yang dialami
oleh masyarakat hukum adat Kampung Segumon yakni masyarakat terkendala
dalam hal mengelola obat-obatan herbal yang membutuhkan dana dan fasilitas
serta cara pemasaran yang dimana hal tersebut tidak bisa secara bebas

dilakukan mengingat negara mempunyai standar terkait hal tersebut.

B. Saran
1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau agar berkoordinasi dengan

KPH untuk memberikan sosialisasi mengenai peracikan obat-obatan herbal
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serta pemasarannya guna menambah wawasan serta pemahaman
masyarakat hukum adat mengenai hal tersebut.

. Masyarakat hukum adat ketemenggungan sisang agar tetap
mempertahankan norma dan hukum adatnya dalam pengelolaan hutan adat
tembawang tampun juah guna hutan yang lestari dengan tetap berpegang
pada prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

. Masyarakat diluar masyarakat hukum adat ketemenggungan sisang yang
berkunjung ke hutan adat untuk tetap menghormati norma dan hukum adat
yang berlaku di masyarakat hukum adat tersebut dalam hal pengelolaan

hutan adat agar tetap terjaga keseimbangan sumber daya alamnya (lestari).
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LAMPIRAN

A. Surat ljin Riset Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 0486/V/CVD-FH Yogyakarta, 19 Oktober 2022
Hal :ljin Riset

Kepada Yth.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Sanggau

Jalan R.E. Martadinata. No. 15, Kec. Kapuas, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat
di Tempat

Dengan hormat,

Sebagai salah satu syarat guna mengakhiri studi tingkat sanana pada Fakultas Hukum Universitas
Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa tingkat akhir harus mengadakan

riset/penelitian dalam rangka penyusunan penulisan hukum / skripsi.

Riset / penelitian yanyg dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu
data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiab dan akademik, schingga tidak
diperkenankan di pergunakan untuk maksud / tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin
riset / penelitian atau berkas dan wawancara yang diperlukan guna kepentingan riset / penelitian

kepada mahasiswa kami :

1. Nama : Godeliva Fristy

2. Nomor Mahasiswa : 190513338

3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup d

4. Lokasi Riset : Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat

5. Dosen Pemibimbing 1 :_Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiami, S.H., M.Hum.

Dosen Pembimbing 1T

6. Judul Skripsi : Pengelolaan Hutan Adat Pasca Penetapan Hutan Adat Tembawang
Tampun Juah Dusun Segumon Desa Lubuk Sabuk Kecamatan
Sckayam.

Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.

iyana Yohanes, S.H., M.Hum.

Tembusan :

- Arsip
Alamat Kontak
Kampus | Gedung Alfonsus Telepon - +62-274-561031
Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281  Fax +62:274-547973

Surel h@uajy acid

URL
https://fh.uajy.ac.id
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PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan L £ Martacknata No 1416 Banggeu (76616)
Tolp (0%04) 23142
Email dengsanggeu go i
Website www s Bnggm go id

Nomor
Nifat

lhnmu,(){ Nopember 2022
Kepada

L 027 DLILSET/2022  Yih,  Dekan Pakultas Hukum Universitas
s llh.,:«‘ . d :ilmn Juya Yogyakarta

Lampiran ;.
¢ lJin Riset TEMPAT

Berdasarkan sumt darl Univeritas Atma jayn Yogyakarta Nomor
0486/V/CVD-FH  tanggal 19 Oktober 2022 tentang ljin Riset /Penelitian
atau berkas dan wawancara, dengan judul Skripsi “Pengelolaan Hutan Adat
Pasca Penctupan Hutan Adat Tembawang Tampun Juah Dusun Segumon
Desa Lubuk Sabuk Kecamatan Sekayam

Pemeriniah Kabupatan Sanggau, Dalam hal inf Dinas Lingkungan
Hidup Kanbupaten Sanggau memberikan ljin Riset kepada Godelvia Fristy
Mahasiswa Universitas Atma Jays Yogyakarta Dengan mengikuti aturan-
aturan yang ada di Pemerintah Knbupaten Sanggau.

/
Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

AnKEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
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Dengan hormat,

Sebagai salah satu syarat guna mengakhiri studi tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas
Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa tingkat akhir harus mengadakan
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kepada mahasiswa kami :

1. Nama : Godeliva Fristy

2. Nomor Mahasiswa : 190513338
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Dosen Pembimbing 11

6. Judul Skripsi  Pengelolaan Hutan Adat Pasca Penetapan Hutan Adat Tembawang
Tampun Juah Dusun Segumon Desa Lubuk Sabuk Kecamatan
Sckayam.

Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.

iyana Yohanes, S.H., M.Hum.

Tembusan :
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Alamat Kontak
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FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor: 0534 /V/CVD-FH Yogyakarta, 24 Oktober 2022
Hal  : ljin Riset

Kepada Yth.

Tokoh Masyarakat Hukum Adat Dusun Segumon

Desa Lubuk Sabuk Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau
di Tempat

Dengan hormat,

Sebagai salah satu syarat guna mengakhiri studi tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas
Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa tingkat akhir harus mengadakan
riset/penelitian dalam rangka penyusunan penulisan hukum / skripsi.

Riset / penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat iimiah dan intern fakultas, olch karena itu
data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, schingga tidak
diperkenankan di pergunakan untuk maksud / tujuan lain.

Schubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin
riset / penelitian atau berkas dan wawancara yang diperlukan guna Kepentingan riset / penelitian
kepada mahasiswa kami :

1. Nama : Godeliva Fristy

2. Nomor Mahasiswa + 190513338

3. Program Kekhususan ¢ Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

4. Lokasi Riset : Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat

5. Dosen Pembimbing I * Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum.

Dosen Pembimbing 11

6. Judul Skripsi : Pengelolaan Hutan Adat Pasca Penetapan Hutan Adat Tembawang
Tampun Juah Dusun Segumon Desa Lubuk Sabuk Kecamatan
Sekayam.

Atas perhatian Bapak / Tbu kami mengucapkan terima Kasih.

. Wriyana Yohanes, S.H., M.Hum.
| — . o—

Tembusan :
- Arsip
Alamat Kontak
Kampus | Gedung Afonsus Telepon - +62-274-561031
Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281  Fax +62-274-547973
Surel h@uajy ac.id
URL
https://fh.uajy.ac.id
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Gambar 16. Pertemuan Dengan Kepala Desa Lubuk Sabuk

Gambar 17 Pertemuan Dengan Tokoh Masyarakat Adat di Sekertariat Laja
Lolang Basua’
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Gambar 18. Foto Bersama Tim Bepomang di Depan Rumah Perkumpulan Ritual
Adat Tembawang Tampun Juah
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Sumber : dokumentasi penulié

Gambar 19. Foto Bersama Dengan Juru Kunci Ketemenggungan Bi Somu Di
Kawasan Sakral Tembawang Tampun Juah
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